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ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat
dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Konsep yang digunakan
dalam peneltian ini adalah konsep dari teori Jim Ife yang menjadi landasan
untuk memahami dan menganalisis dampak pembangunan dalam
pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah
Pemberdayaan masyarakat adalah kunci strategis dalam menciptakan
kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui strategi yang efektif
seperti peningkatan kapasitas SDM (pelatihan keterampilan teknis,
pengembangan kemampuan manajerial, pendidikan kewirausahaan, dan
pelatihan pengelolaan keuangan), akses terhadap sumber daya (modal,
teknologi, dan pasar), penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pengembangan
potensi lokal, serta partisipasi dan kolaborasi multisektor, masyarakat tidak
hanya mampu mengelola sumber daya ekonominya secara mandiri, tetapi juga
membangun struktur sosial dan kelembagaan yang kuat dan tangguh.

The purpose of this study is to determine the role of community empowerment
in increasing local economic independence. The concept used in this study is
the concept of Jim Ife's theory which is the basis for understanding and
analyzing the impact of development on community empowerment. The
method used in this study is descriptive qualitative with data collection
techniques through interviews, observations, documentation and literature
studies. The results of this study are that community empowerment is a
strategic key in creating sustainable local economic independence. Through
effective strategies such as increasing human resource capacity (technical skills
training, managerial ability development, entrepreneurship education, and
financial management training), access to resources (capital, technology, and
markets), strengthening local economic institutions, developing local potential,
and multi-sector participation and collaboration, communities are not only able
to manage their economic resources independently, but also build strong and
resilient social and institutional structures.
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PENDAHULUAN

Masalah utama yang dihadapi oleh negara yang memiliki banyak penduduk seperti Indonesia
adalah kemiskinan. Indonesia memiliki kasus kemiskinan paling tinggi, berada di urutan ke-5 di ASEAN
dalam daftar negara yang menghadapi krisis kemiskinan. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya
alam, angka kemiskinan tetap tinggi, mencakup kedua sektor perkotaan dan perdesaan. Meskipun
pemerintah telah berupaya keras untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program, seperti
bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan pekerjaan, dan menawarkan program
pelatihan kejuruan untuk masyarakat. namun pengurangan angka kemiskinan masih menjadi tantangan
yang sulit diatasi (Achmad, 2024).

Kebijakan pengentasan kemiskinan sebenarnya tidak jauh dari pembangunan sumber daya
manusia (masyarakat) itu sendiri, yang mengandung arti sebagai usaha sadar dan terarah yang dijalankan
oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka
(Mala et al., 2024). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu
strategi untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut.

Pemberdayaan merupakan salah satu konsep alternatif dalam meningkatkan kemampuan dan
martabat agar terlepas dari permasalahan, seperti kurangnya inovasi, kemiskinan, kreativitas,
keterbelakangan, dan aksesibilitas yang mengacu pada suatu kelompok atau individu. Munculnya
konsep pemberdayaan masyarakat pada mulanya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia
sebagai subjek. Konsep ini menampakkan kecenderungan bahwa pemberdayaan menekankan pada
proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat
agar menjadi lebih berdaya (Pangestuti et al., 2018).

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat
menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses
pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap
sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan
berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya (Endah,
2020).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengontrol kehidupan, menggunakan sumber daya
lokal secara optimal, serta mengambil keputusan yang berdampak positif bagi komunitas. Urgensi
pemberdayaan masyarakat semakin meningkat dalam era pembangunan berkelanjutan, terutama karena
peran aktif masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan
(Hilmi Nur Huda Al Mubaroq et al., 2025).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan mereka,
sehingga dapat mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada konteks daerah,
pemberdayaan ini sangat relevan mengingat banyak daerah yang memiliki potensi lokal yang belum
dimanfaatkan secara optimal. Pemberdayaan masyarakat ini berfokus pada bagaimana potensi lokal
dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian masyarakat
(Ristanti et al., 2025).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat pemerintah akan melakukan upaya dan tindakan untuk
menjadikan masyarakat bukan sebagai objek suatu kebijakan tetapi sebagai pelaku kebijakan. Untuk
menjadikan peran masyarakat sebagai pelaku diperlukan partisipasi yang kuat dari masyarakat. Oleh
karena itu, pemerintah harus mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam setiap
kebijakan pemerintah. Dengan demikian tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan
tingkat partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat maka program dan kegiatan pemerintah
tidak akan berjalan efektif dan tepat sasaran (Ndraha & Uang, 2018). Karena pemberdayaan masyarakat
tentunya akan melibatkan seluruh masyarakat, baik dalam kepengurusan maupun ketenagakerjaan untuk
berbagai program pemberdayaan sampai terjadi kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang
ekonomi yang muncul (Hidayatullah & Suminar, 2021).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi
juga mencakup perbaikan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Sinergi antara peningkatan ekonomi dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar
lainnya merupakan faktor penentu untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal secara keseluruhan.
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Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan ekonomi
dari pemerintah atau pihak luar, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berdampak positif bagi
komunitas.

Sesuai dengan visi misi pemberdayaan masyarakat, yang dimana visi pemberdayaan masyarakat
adalah meningkatkan kemandirian masyarakat. Kemudian misi pemberdayaan masyarakat adalah
mengembangkan kemampuan dan kemandirian, secara bertahap masyarakat mampu membangun diri
dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang
dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan
memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya
untuk membangun bangsa yang mandiri dibutukan perekonomian yang mapan (Lusa & Supriatna,
2020).

Konsepsi pemberdayaan masyarakat ala kemandirian ekonomi lokal merekomendasikan agar
pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal dengan mengacu
kepada karakteristik spesifik yang dimiliki. Selain memanfaatkan sumber daya, proses yang terjadi
dalam konteks lokal harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi dasar pembangunan dan
penguatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka wujud kemandirian ekonomi lokal di masyarakat
tercipta jika masyarakat mampu memanfaatkan segenap potensi atau sumber daya yang ada disekitarnya
(Mulyadi, 2017).

Kemandirian ekonomi lokal adalah suatu kondisi di mana suatu wilayah memiliki kemampuan
untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara optimal dan
berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya sendiri, tanpa ketergantungan yang
berlebihan terhadap pihak luar. Kemandirian ini mencerminkan kekuatan ekonomi yang bersumber dari
dalam wilayah tersebut, baik dari segi produksi, distribusi, konsumsi, maupun, tata kelola ekonomi yang
artisipatif dan inklusif.

Kemandirian ekonomi lokal dapat didefinisikan sebagai daerah yang memiliki ketahanan
ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintah maupun pihak luar
(Hawa et al., 2022). Kemandirian ekonomi lokal berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
mandiri dalam mengembangkan ekonomi lokal, sehingga tidak bergantung pada bantuan dari pihak luar
(Asnuryati, 2023).

Kemandirian ekonomi lokal ditandai oleh adanya usaha atau pekerjaan yang dikelola secara
ekonomis, rasa percaya diri dalam aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomis yang ditekuni dalam jangka
waktu lama, serta sikap berani untuk mengambil risiko dalam aktivitas ekonomis. (Febrianty, 2024)

Kemandirian ekonomi lokal adalah aspek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan di
Indonesia, terutama mengingat potensi besar yang dimiliki oleh beragam wilayah pedesaan dalam hal
sumber daya alam. Sejumlah strategi telah diidentifikasi untuk mengatasi hambatan dan mendorong
kemandirian ekonomi lokal, antara lain pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), peningkatan
pengelolaan dana desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perkebunan,
perikanan, pariwisata, dan perdagangan (Septiya Fahmi Rezi & Ali, 2024).

Peneliti dalam hal ini menggunakan teori dari Jim Ife yang digunakan sebagai pisau analisis
penelitian. Jim Ife menjelaskan bahwa Upaya penguatan kelompok masyarakat dapat dilakukan melalui
tiga strategi: (1) Memperkuat pelayanan melalui perencanaan dan kebijakan atau mengubah struktur dan
kelembagaan yang menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya. (2) Pemberdayaan melalui aksi
sosial politik yang dilakukan melalui perjuangan dan gerakan politik untuk membangun kekuasaan yang
efektif. (3) pemberdayaan melalui pendidikan dan pengakuan terhadap proses pendidikan dalam
berbagai aspek penting pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu Suatu
peristiwa, kejadian atau gejala digambarkan dan dijelaskan dalam bentuk penjelasan. Penelitian
kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pentingnya
banyak individu atau kelompok orang yang disebabkan oleh permasalahan sosial.
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Peneliti menganalisis dan menyelidiki pemberdayaan yang terjadi di suatu wilayah untuk
meningkatkan perekonomian wilayah dengan program yang diberikan oleh pemerintah. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah observasi khususnya wawancara,
tinjauan pustaka dan dokumentasi. Ada dua kategori pengumpulan data yang dilakukan peneliti, pertama
adalah data primer yang diperoleh secara langsung yaitu diperoleh melalui observasi lapangan dan
pertanyaan langsung kepada aparat desa, LSM, dan masyarakat lokal. Kedua adalah data sekunder yang
diperoleh dari sumber yang ada, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan
mengumpulkan dokumen-dokumen relevan yang mendukung topik penelitian dibahas. Pada penelitian
ini peneliti menganalisis dan mendalami pemberdayaan yang terjadi di suatu wilayah sebagai sarana
untuk meningkatkan kemandirian ekonomi lokal dengan program-program yang diberikan oleh
pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan
rangkaian kegiatan yang meningkatkan kekuatan atau keberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat,
termasuk masyarakat yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada
kondisi atau hasil yang dicapai oleh perubahan sosial yaitu orang yang memiliki kekuasaan, wewenang
atau pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, baik fisik, finansial maupun sosial,
seperti percaya diri, berani mengungkapkan keinginan, mata pencaharian yang jelas, partisipasi aktif
dalam kegiatan sosial, dan kemandirian dalam memenuhi tanggung jawab hidupnya (Halil, 2022).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan masyarakat,
khususnya kelompok-kelompok lemah dan termarginalkan, agar mereka mampu menentukan nasib
sendiri secara mandiri. Pemberdayaan tidak sekadar memberikan bantuan atau intervensi dari luar, tetapi
lebih kepada upaya mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas internal masyarakat itu sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan harus partisipatif dan
berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat secara ekonomi mengacu pada upaya yang disengaja dan terorganisir
untuk memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat pada tingkat individu dan kelompok guna
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan,
kemandirian, dan kualitas hidup. Adapun untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada
kelompok yang lebih lemah dan rentan dalam mencapai kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat
biasanya ditujukan kepada mereka. Kebutuhan tersebut terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Selain
dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, masyarakat juga perlu memiliki akses terhadap sumber
pengembangan pendapatan yang produktif dan memperoleh produk serta layanan berkualitas tinggi
yang mereka perlukan (Munjiat et al., 2023).

Dalam konteks desa, aspek pemberdayaan telah diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa dalam pasal 1 pada ayat 12. Peraturan perundangan tersebut mengatur bahwa model
pemberdayaan masyarakat di desa merupakan sebuah upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan,
kemampuan, dan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan,
program, dan kegiatan serta asistensi yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan bagi
masyarakat desa. Hal ini menandakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang didasari atas
peningkatan kualitas individu dari masyarakat itu sendiri (Firman, 2021).

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk
mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam
dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia, dimensi kemasyarakatan
yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil, dimensi waktu dan kualitas
yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk
pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat
agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara
antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka (Karsidi, 2002).
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Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong kemandirian di berbagai
aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Aksi ini telah menjadi
fokus utama dalam upaya pembangunan ekonomi di masyarakat. Ketika masyarakat diberi kesempatan,
pengetahuan, dan sumber daya untuk mengambil peran aktif, mereka dapat menciptakan perubahan yang
berkelanjutan dan positif dalam komunitas. Pemberdayaan masyarakat membantu meningkatkan
kualitas hidup secara keseluruhan dengan memungkinkan individu dan kelompok untuk
mengembangkan keterampilan.

Kemandirian ekonomi lokal adalah kondisi ketika suatu daerah atau komunitas mampu
mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, dan budaya yang
dimilikinya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya tanpa terlalu bergantung
pada pihak eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun dari pelaku ekonomi luar daerah.
Meningkatnya kemandirian ekonomi lokal dapat memperkuat orientasi suatu daerah guna
pertumbuhan lebih baik sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut
secara merata (Hamdan, 2018).

Kemandirian ekonomi oleh beberapa kalangan dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan di tengah masyarakat kontemporer saat ini. Kemandirian ekonomi juga sebagai salah satu
usaha untuk menciptakan ketercukupan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Dalam konteks
kontemporer saat ini, konsep dasar tentang kemandirian ekonomi banyak diterapkan sebagai upaya
alternatif untuk mengatasi berbagai problematika ekonomi di tengah masyarakat. Harapannya adalah
agar terbentuknya masyarakat dalam skala mikro menuju kesejahteraan di tengah gempuran pasar global
dan liberalisasi ekonomi (Adlan, 2024).

Kemandirian ekonomi lokal memiliki peranan krusial dalam pembangunan di tingkat nasional
dan regional. Hal ini mencerminkan kapasitas daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya
yang tersedia secara efisien guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat tanpa bergantung
terlalu banyak pada bantuan eksternal. Secara nasional, daerah yang mandiri secara ekonomi dapat
berfungsi sebagai penopang perekonomian negara dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi
urbanisasi yang berlebihan, serta menjaga keseimbangan ekologi melalui pengelolaan sumber daya yang
berkelanjutan. Pada tingkat regional, kemandirian ekonomi daerah membantu dalam pemerataan
pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Daerah yang mandiri dapat meningkatkan
kualitas hidup warganya, menurunkan angka kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
yang berkelanjutan. Oleh karena itu, memperkuat kemandirian ekonomi daerah tidak hanya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap stabilitas dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan di tingkat nasional dan regional.

Kemandirian ekonomi lokal tidak akan tercapai tanpa proses pemberdayaan yang terarah dan
inklusif. Masyarakat yang diberdayakan akan memiliki kemampuan untuk mengenali potensi lokal,
mengembangkan keterampilan produktif, mengakses sumber daya ekonomi, dan mengambil keputusan
secara kolektif. Misalnya, ketika kelompok masyarakat mendapatkan pelatihan pengolahan hasil
pertanian menjadi produk olahan bernilai tambah, serta didukung oleh akses pasar dan kelembagaan
ekonomi lokal seperti koperasi atau BUMDes, mereka tidak hanya menjadi lebih produktif tetapi juga
lebih mandiri dalam menentukan arah usaha dan kesejahteraannya.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal

Berikut adalah beberapa strategi pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan kemandirian

ekonomi lokal, yaitu :
1. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pemberdayaan masyarakat
merupakan suatu proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkuat
kemampuan individu dan kelompok dalam memahami, mengelola, serta memanfaatkan potensi lokal
secara optimal untuk menciptakan kemandirian ekonomi. penguatan kapasitas masyarakat perlu
diarahkan pada penguasaan berbagai keterampilan strategis, seperti pelatihan keterampilan teknis,
pengembangan kemampuan manajerial, pendidikan kewirausahaan, dan pelatihan pengelolaan
keuangan.

a. Pelatihan Keterampilan Teknis
Pelatihan keterampilan teknis menjadi langkah awal dalam membekali masyarakat agar
mampu menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang baik dan sesuai kebutuhan pasar.
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Dengan penguasaan keterampilan teknis, masyarakat mampu meningkatkan produktivitas dan
efisiensi dalam proses produksi. Mereka dapat menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki
nilai ekonomis tinggi, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan konsumen, baik
di pasar lokal maupun pasar yang lebih luas. Keterampilan teknis ini juga membuka peluang
untuk berinovasi, menciptakan variasi produk baru, serta memanfaatkan bahan baku lokal
secara optimal.

b. Pengembangan Kemampuan Manajerial

Selain keterampilan teknis, kemampuan manajerial sangat penting dalam mengelola
usaha secara berkelanjutan. Kemampuan manajerial yang baik akan membantu pelaku usaha
dalam mengambil keputusan yang tepat, menghindari pemborosan, serta menjaga kelangsungan
usaha dalam jangka panjang. Lebih jauh, kemampuan ini juga penting untuk meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan usaha, terutama bagi kelompok
usaha bersama seperti koperasi atau BUMDes.

c. Pendidikan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan bukan hanya mengajarkan bagaimana mendirikan dan
menjalankan usaha, tetapi juga membangun sikap mental yang tangguh, berani mengambil
risiko, mampu membaca peluang pasar, dan terus belajar dari kegagalan. Melalui pendidikan
kewirausahaan, masyarakat akan lebih siap untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga
menjadi pencipta lapangan kerja. Ini sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi
lokal, di mana penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya disandarkan pada sektor formal.
Kewirausahaan lokal yang berkembang akan menjadi penggerak utama roda ekonomi desa atau
wilayah, terutama jika didukung oleh ekosistem usaha yang kondusif dan berbasis potensi lokal.

d. Pelatihan Pengelolaan Keuangan
Salah satu hambatan utama dalam keberlanjutan usaha masyarakat adalah lemahnya
literasi keuangan. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki catatan keuangan yang
baik, mencampuradukkan keuangan pribadi dan usaha, serta tidak memahami pentingnya
perencanaan keuangan dan manajemen risiko. Oleh Karena itu, pelatihan pengelolaan keuangan
menjadi sangat penting.
Pelatihan pengelolaan keuangan dapat mencakup pembuatan laporan keuangan
sederhana, penghitungan keuntungan dan kerugian, perencanaan investasi, pengelolaan hutang,
dan strategi menabung atau membangun cadangan dana. Literasi keuangan yang baik akan
membantu masyarakat dalam menjaga stabilitas usahanya, menghindari ketergantungan pada
utang konsumtif, serta memperkuat akses ke lembaga keuangan formal seperti koperasi simpan
pinjam, BPR, atau bank mikro.
2. Akses Terhadap Sumber Daya

Akses terhadap sumber daya merupakan elemen yang sangat fundamental. Tanpa adanya akses
yang memadai dan adil terhadap berbagai sumber daya strategis baik itu modal, teknologi, informasi,
maupun pasar usaha kecil dan kegiatan ekonomi lokal tidak akan dapat berkembang secara optimal.

Kemudahan akses terhadap sumber daya adalah kunci strategis dalam mendorong aktivitas
ekonomi lokal yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Akses terhadap modal usaha
memungkinkan masyarakat untuk membangun dan memperluas usahanya, akses terhadap teknologi
mendorong efisiensi dan kualitas produksi, sementara akses terhadap pasar membuka ruang yang luas
untuk pertumbuhan ekonomi. Ketiganya, jika dikelola secara terpadu dan partisipatif, akan menciptakan
ekosistem ekonomi lokal yang mandiri dan mampu menjadi penopang kesejahteraan masyarakat dari
tingkat bawah ke atas.
3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal

Penguatan kelembagaan ekonomi lokal merupakan kunci utama dalam mendorong kemandirian
ekonomi masyarakat. Dengan adanya lembaga yang solid dan berfungsi secara efektif, masyarakat dapat
bergerak secara kolektif, memperkuat posisi tawar, memperluas jejaring usaha, serta memaksimalkan
pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Kelembagaan seperti koperasi, KUB, dan BUMDes
bukan hanya alat ekonomi, melainkan juga sarana sosial yang membentuk solidaritas, partisipasi, dan
kesetaraan dalam proses pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan
kelembagaan lokal sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur atau pemberian modal, karena
ia menyentuh aspek struktur sosial dan sistem ekonomi dari bawah ke atas.
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4. Pengembangan Potensi Lokal

Pengembangan potensi lokal merupakan salah satu pendekatan kunci dalam pemberdayaan
masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Potensi lokal merujuk pada
berbagai sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang khas dan tersedia di suatu wilayah
tertentu.

Melalui pengolahan produk atau jasa yang bersumber dari kekayaan budaya, alam, dan sosial
setempat, masyarakat dapat menciptakan ekonomi yang kuat sekaligus menjaga identitas dan warisan
budaya mereka. Strategi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal pemberdayaan, pelestarian
budaya, dan pembangunan berbasis karakter lokal. Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengenali,
mencintai, dan mengembangkan potensi lokalnya sendiri, maka kemandirian ekonomi bukan lagi
menjadi cita-cita yang jauh, melainkan menjadi kenyataan yang tumbuh dari kegiatan itu sendiri.

5. Partisipasi dan Kolaborasi Multisektor

Partisipasi dan kolaborasi multisektor menjadi strategi krusial yang mampu menyinergikan
peran dan kontribusi dari berbagai aktor yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
perguruan tinggi (akademisi), dan sektor swasta. Kerja sama ini merupakan pondasi dari pembangunan
yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif. Sinergi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor
swasta memperkaya sumber daya, pendekatan, dan inovasi dalam membangun kemandirian ekonomi
lokal. Lebih dari sekadar kerja sama teknis, kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong lintas
batas yang menjadikan pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Dengan membangun ekosistem
kolaboratif yang kuat, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi agenda program, tetapi gerakan
kolektif menuju transformasi sosial dan ekonomi yang lebih adil dan mandiri.

Dampak Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kemandirian Ekonomi Lokal

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat akan menimbulkan dampak yang nyata dalam
berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi. Salah satunya adalah peningkatan pendapatan dan taraf
hidup, di mana usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh masyarakat setempat mampu menjadi sumber
utama penghasilan yang mendukung kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan turut
mendorong terbukanya lapangan kerja di tingkat lokal, sehingga mengurangi arus migrasi ke kota besar
serta menekan ketergantungan pada wilayah urban sebagai pusat ekonomi.

Lebih lanjut, inisiatif ekonomi berbasis komunitas seperti koperasi atau kelompok usaha bersama
dapat memperkuat ekonomi kolektif masyarakat, menumbuhkan semangat gotong royong, dan
meningkatkan efisiensi usaha melalui kerja sama yang berkelanjutan. Pemberdayaan yang efektif juga
menciptakan kemandirian dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi, di mana masyarakat
memiliki kendali atas pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai, serta budaya
lokal mereka.

Tak kalah penting, pendekatan ini membentuk ketahanan ekonomi yang lebih kuat terhadap
gejolak pasar global. Ketika masyarakat mengandalkan kekuatan ekonomi lokal yang tidak sepenuhnya
bergantung pada dinamika pasar dunia, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dan krisis
ekonomi yang datang dari luar.

Tantangan dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian
Ekonomi Lokal

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari
beberapa tantangan berikut:

1. Ketimpangan Informasi dan Pendidikan

Ketimpangan informasi dan pendidikan merupakan tantangan multidimensional yang
menghambat proses pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan ini memperkuat
eksklusi sosial, memperlebar jurang ketidaksetaraan, dan menghambat masyarakat miskin untuk keluar
dari siklus kemiskinan. Akses yang terbatas terhadap informasi dan pendidikan menyebabkan
masyarakat miskin kesulitan dalam meningkatkan kapasitas diri, memperjuangkan hak-haknya, dan
membangun kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis dari berbagai pihak
seperti pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem
informasi dan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Dengan memperkecil ketimpangan ini, pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih efektif,
partisipatif, dan berkelanjutan, serta mampu mendorong transformasi sosial yang lebih adil dan merata.
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2. Budaya Ketergantungan

Budaya ketergantungan merupakan tantangan tersembunyi dalam proses pemberdayaan
masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejati. Ketergantungan
yang berkepanjangan terhadap bantuan eksternal menyebabkan masyarakat kehilangan daya juang,
kreativitas, dan tanggung jawab atas pembangunan dirinya sendiri. Oleh karena itu, strategi
pemberdayaan harus diarahkan pada perubahan paradigma, dari masyarakat penerima menjadi
masyarakat pelaku dan penggerak. Dibutuhkan pendekatan yang berorientasi pada partisipasi aktif,
pendidikan kritis, penguatan kapasitas, dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk
mengambil peran utama dalam menentukan masa depannya. Dengan demikian, kemandirian bukan
hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi proses pembelajaran sosial yang membangun harga diri,
solidaritas, dan keberdayaan kolektif masyarakat.
3. Lemahnya Kelembagaan Lokal

Lemahnya kelembagaan lokal merupakan salah satu akar persoalan dalam kegagalan banyak
program pemberdayaan masyarakat. Ketika lembaga lokal tidak mampu menjalankan fungsinya secara
efektif dan transparan, maka potensi lokal yang besar sekalipun sulit dimobilisasi secara maksimal. Oleh
karena itu, penguatan kelembagaan harus menjadi fokus utama dalam strategi pemberdayaan. Ini
mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan sistem tata kelola yang akuntabel,
serta pendampingan kelembagaan yang berkelanjutan. Transparansi dan partisipasi anggota harus
menjadi prinsip dasar, agar lembaga menjadi milik bersama dan dapat berjalan secara demokratis.
Dengan kelembagaan yang kuat, masyarakat akan memiliki alat kolektif yang mampu mengorganisir
potensi ekonomi, menjalin kerja sama strategis, serta membangun kemandirian ekonomi yang
berkelanjutan dan berbasis komunitas.
4. Kurangnya koordinasi antar Stakeholder

Kurangnya koordinasi antar stakeholder merupakan hambatan serius dalam mewujudkan
pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Tumpang tindih program, duplikasi
kebijakan, serta minimnya integrasi antar-instansi mengindikasikan lemahnya sinergi dalam
perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi sumber daya
yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan konflik kebijakan dan
pemborosan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas, sistem komunikasi
yang terbuka, serta komitmen lintas sektor untuk membangun kolaborasi yang sinergis dan berbasis
data. Forum koordinasi rutin, peta program terpadu, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar saling mendukung
dalam mencapai tujuan bersama vyaitu kemandirian ekonomi masyarakat yang inklusif dan
berkelanjutan.

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat memegang peranan yang penting dalam upaya membangun
kemandirian ekonomi lokal. Karena kemandirian ekonomi lokal tidak akan tercapai tanpa proses
pemberdayaan yang terarah dan inklusif. Masyarakat yang diberdayakan akan memiliki kemampuan
untuk mengenali potensi lokal, mengembangkan keterampilan produktif, mengakses sumber daya
ekonomi, dan mengambil keputusan secara kolektif.

Pemberdayaan masyarakat adalah kunci strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal
yang berkelanjutan. Melalui strategi yang efektif seperti peningkatan kapasitas SDM (pelatihan
keterampilan teknis, pengembangan kemampuan manajerial, pendidikan kewirausahaan, dan pelatihan
pengelolaan keuangan), akses terhadap sumber daya (modal, teknologi, dan pasar), penguatan
kelembagaan ekonomi lokal, pengembangan potensi lokal, serta partisipasi dan kolaborasi multisektor,
masyarakat tidak hanya mampu mengelola sumber daya ekonominya secara mandiri, tetapi juga
membangun struktur sosial dan kelembagaan yang kuat dan tangguh. Kemandirian ekonomi yang lahir
dari pemberdayaan ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan nasional yang merata, adil, dan
inklusif, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi di
lingkungannya sendiri.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat akan menimbulkan dampak yang nyata dalam
berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, meliputi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan,
penciptaan lapangan kerja lokal, penguatan ekonomi komunitas, kemandirian dalam pengambilan
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keputusan ekonomi, serta ketahanan terhadap krisis ekonomi global. Selain dampak dari pemberdayaan
masyarakat, ada juga terdapat beberapa tantangan dalam pemberdayaan masyarakat, seperti
ketimpangan informasi dan pendidikan, budaya ketergantungan, lemahnya kelembagaan lokal, dan
kurangnya koordinasi antar stakeholder.
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